
Menimbang 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM 

NO MOR 1 TAHUN 2014 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUARA ENIM, 

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint 
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun ~ 
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja D~ 
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk: memperoleh persetujuan bersruna; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diaJ 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah T; 
2013 yang cijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Seme1 
(PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 12 Dese 
2013 dan telah ditetapkan dengan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu1 
Muara Enim dan Bupati Muara Enim Nomor 05/DPRD/2013 dan Nomor 1373/Bappeda-Renstra/2013 
Nomor 06/DPRD/2013 dan Nomor 1374/Bappeda-Renstra/2013; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pera1 
Daerah tentang An.ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2014 
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapn 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Leml 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Rei: 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagai 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang N 
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 N 
.62, Tambahan Lembaran NegBra Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Leml 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N 
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Undarig-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Leml 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N 
3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kor 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemt 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indo: 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndo: 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahu.-, 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keua 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rep 
Indonesia Nomor 4400); 
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lem 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l' 
4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indc 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduf 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran .Negara Republik Indc 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lem] 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia T 
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ra 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T; 
2009 Nornor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5043); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Ne 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 504~ 

14. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemt 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N, 
5234); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik indonesia Tahu.TI 2004 Norn01 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4416) sebagairnana telah beberapa kali di1 
terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nornor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Perat 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan An( 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tam· 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan l 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara ReJ 
Indonesia Nomor 4502); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Ind< 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Re1 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran f\ 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457~ 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran N 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457, 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan St 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Leml 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengi 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Leml 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemer 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rei: 
Indonesia Nomor 4614); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pem 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara ~ 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7· 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik {Le1 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4972); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Pen 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Inc 
Tahun 2010 Nomor 22,-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran : 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51t 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan I 
sebagaimana telah beberapa kali diubah tera..ldiir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 ' 
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pe< 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penda 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

31 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Ba 
Sosial yang Bersumber dari J\..nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah d, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri I 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedom~"l Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumbe 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keu~ 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran D, 
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Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir de 
Peraturan Da.erah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Pera1 
Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota D 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 
Nomor 2); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Ja 
Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara l 
Tahun 2008 Nomor 8); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Me 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 
Nomor 10); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun ~ 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomoi 7 Tahun 2012 ter 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata ] 
Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2-012 Nome 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabu1 
Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 ten tang Pembentukan Organisasi clan 
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Ni 
24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Ni 
4); 

38. Perat'..rran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Kerja lnspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lemt: 
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Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan D: 
Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 T 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lerr 
Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 
Nomor 26); . 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Kerja Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Dacrah Kabupaten Muara Enim Tahun 
Nomor 27); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keua 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Df 
{Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 13}; 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana P-embangunan Ja 
Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara 1 
Tahun 2008 Nomor 20); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Da 
Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Da 
Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 T, 
2010 ten.tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 6); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lemb 
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 1); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha {Lemb 
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 2); 
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4 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Ter 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecan 
dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 1). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM 

dan 

BUPATI MUARA ENIM 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : 
1. Pendapatan Daerah 
2 . Belanja Daerah 

Surplus/ (Defisit) 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Pembiayaan Neto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
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Rp. l.730.301.194.941,19 
Rp. l.881.095.071.286,73 
Rp. (150.793.876.345,54) 

Rp. 294.990.906.345,54 
Rp. 144.197.030.000,00 
Rp. 150. 793.876.345,54 
Rp. (0,00) 



a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah 
b. Dana Perimbangan sejumlah 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah 

Rp. 133.627.162.495,00 
Rp. 1.406.866.688. 758, 19 
Rp. 189.807.343.688,00 

(2} Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pajak Daerah sejumlah 
b. Retribusi Daerah sejumlah 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah · 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

34.349.325.099,00 
13.305.941 .078,00 
13.616.042.440,00 
72.355.853.878,00 

(3} Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah 
c . Dana Alokasi Khusus sejumlah 

Rp. 753.698.210.758,19 
Rp. 593.564.398.000,00 
Rp. 59.604.080.000,00 

(4} Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c terdiri darijenis pendapatan: 

a. Hibah sejumlah 
b. Dana Darurat 
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah 
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah 
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah 

Pasal 3 

(1} Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri d~: 

a. Belanja Tidak Langsung 
b . Belanja Langsung 
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Rp. (0,00} 
Rp. (0,00) 
Rp. 58.046.943.100,00 
Rp. 106. 727.452.000,00 
Rp. 25.032.948.588,00 

Rp. 735.245.954.434,54 
Rp. l.145.849.116.852~19 



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai sejumlah 
b . Belanja Bunga sejumlah 
c. Belanja Subsidi sejumlah 
d_ Belanja Hibah sejumlah 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah 
f. Belanja Bagi Hasil 
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Desa 

dan Partai Politik sejumlah 
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

605. 710.088.898,80 
1.591.952.327,74 
2. 799.555.460,00 

32.720.944.500,00 
5.620.000.000,00 

(0,00) 

76.803.413.248,00 
10. 000. 000. 000, 00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hun.lf b terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah 
b_ Belanja Barang dan Jasa sejumlah 
c. Belanja Modal sejumlah 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

. a. Penerimaan sejumlah 
b. Pengeluaran sejumlah 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah 
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah 
e . Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah 
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah 
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Rp. 48.145.201.400,00 
Rp. 448.548.035.691,19 
Rp. 649.155.879.761,00 

Rp. 294.990_906.345,54 
Rp. 144. 197.030.000,00 

Rp. 177.469.692.288,28 
Rp. (0,00) 
Rp. (0,00) 
Rp. 97 .317 .000.000,00 
Rp. (0,00) 
Rp. 20.204.214.057,26 



. . 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 

a Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

19.859.500.000,00 
124 .337. 530. 000, 00 

(0,00) 
(0,00) 

b . Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 
c . Pembayaran Pokok Utang sejumlah 
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lam 
yang merupak:an bagian yang tidak: terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8-
9. 
10. 
11. 

12. 
13. 

Lampiran I 
Lampiran II 
Lampiran Ill 
Lampiran IV 
Lampiran V 

Ringkasan ft..PBD . 
Ringkasan APBD menu.rut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi. 
Rincian APBD menu.rut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 
Rekapitulasi Belanja menurut Urusaa Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan. 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan F 
dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. 

Lampiran VI Daftar J-umlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. 
Lampiran VII Daftar Piutang Daerah. 
Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah). 
Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah. 
Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya. 
Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan ke1 

dalam Tahun Anggaran ini. 
Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah. 
Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim sel 
landasan operasional pelaksanaan APBD. 
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Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan i>enempatannya dalam Lemb~ 
Daerah Kabupaten Muara Enim. 1 

Ditetapkan di Muara Enim 
pada tanggal 1, ')AN\)"~' ~\'I 

SEKRETARIS DAERAH 
t1'r( KABUPATEN MUARA ENIM 

. ---1/i 
TAUFIK RAHMAN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 1 
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Ditetap 
pada 

di Muara Enim 
'\ 

ggal ,-g )IINVll~I 

MUARA ENIM,j, 

MUZAKIR SAI SOHAR 


